BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN KEPEGAWAIAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

1.

dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan demi
peningkatan kinerja Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo, maka
perlu disesuaikan;

bahwa  berdasarkan = pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pegawai Non Pegawai
Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum
Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
SipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);




10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398j);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomeor 1213);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Bupati Pamekasan Nomot 42 Tahun 2014
tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet
Martodirdjo (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2014 Nomor 45);

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 66 Tahun 2014
tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr.
H. Slamet Martodirdjo (Berita Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2014 Nomor 56);




Menetapkan

MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN KEPEGAWAIAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET
MARTODIRDJO.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pedoman Kepegawaian Pegawai Non Pegawai
Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo (Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai
berikut:

1. Diantara angka 10 dan angka 11 dalam Pasal 1
disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a dan diantara
angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka yakni
angka 12a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Pamekasan.

Bupati adalah Bupati Pamekasan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Pamekasan.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet

Martodirdjo yang selanjutnya disingkat RSUD

adalah satuan kerja perangkatdaerah di

lingkungan Pemerintah Daerah yang

menerapkanPola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah.

6. Direktur adalah Direktur RSUD dr. H. Slamet
Martodirdjo.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah pegawai negeri sipil yang gajinya
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah
Daerah atau dipekerjakan di luar instansi
induknya.

8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang
bukan berstatus pegawai negeri sipil, pensiunan
PNS/TNI-Polri yang dipekerjakan dengan menerima
upah/ imbalan.

9. Pegawai Tetap adalah seseorang yang telah
memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan
lulus seleksi dan telah menjalani masa percobaan.

10. Pegawai Kontrak adalah seseorang yang telah
memenuhipersyaratan administrasi dan
dinyatakan lulus seleksi sertaterikat dengan
perjanjian kerja waktu tertentu.
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10a. Pegawai Tetap BLUD Non PNS adalah seseorang
Tenaga Kontrak yang telah mempunyai masa kerja
paling sedikIT 3 (tiga) tahun.

11. Formasi pegawai adalah kebutuhan pegawai dalam
jumlah tertentu untuk mendukung pelaksanaan
tugas organisasi.

12. Remunerasi adalah penerimaan yang merupakan
hak Pegawai Non PNS baik berupa upah atau
imbalan termasuk tunjangan atau penerimaan lain
sesuai dengan ketentuan.

12a. Gaji Tenaga Kontrak yang selanjutnya disebut Gaji
adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib
dibayarkan oleh Direktur Rumah Sakit secara adil
dan layak kepada Tenaga Kontrak sesuai dengan
beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pamekasan.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 3

Status Pegawai Non PNS terdiri atas:
a. pegawai kontrak; dan
b. pegawai tetap.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Direktur dapat mengangkat Pegawai Kontrak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

(2) Pengangkatan Pegawai Kontrak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan masa kerja paling
singkat selama 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang berdasarkan penilaian kinerja.

(3) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
setelah memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga)
tahun.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan
kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan.

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 7 diubah,
sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pemberhentian Pegawai Non PNS ditetapkan
dengan Keputusan Direktur.




(2) Pemberhentian Pegawai Non PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. pemberhentian dengan hormat, apabila:

1.

oA w N

telah mencapai batas usia tertentu bagi
Pegawai Tetap yakni 58 (lima puluh
delapan) tahun bagi tenaga non medis dan
usia 60 (enam puluh) tahun bagi tenaga
medis;

berakhirnya perjanjian kerja bagi Pegawai
Kontrak;

meninggal dunia;

atas permintaan sendiri;

perampingan organisasi; atau

tidak cakap jasmani dan/atau rohani
sehingga tidak dapat menjalankan tugas
dan kewajiban;

melakukan pelanggaran disiplin tingkat
berat dan sudah mendapatkan Surat
Peringatan (SP) sebanyak 3 kali;

. tidak memenuhi target kinerja yang telah

ditetapkan; atau

. dihukum penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah  memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana
tersebut dilakukan dengan tidak berencana;

b. pemberhentian tidak dengan hormat, apabila:

1.

melakukan penyelewengan terhadap
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. dihukum penjara atau kurungan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan
atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan dan/atau
tindak pidana umum,;

. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

politik;

. bekerja di tempat lain pada saat jam kerja;

atau

. dihukum penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau
lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan
dengan berencana.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a diubah, sehingga
Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pegawai non PNS berhak memperoleh:
a. upah/gaji dan remunerasi;
b. cuti;




(2)

c. perlindungan; dan

d. pengembangan kompetensi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pegawai Non
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan denganPeraturan Direktur.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah dan seelah ayat (2)
ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4),
sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 14

Tenaga Kontrak yang diangkat untuk
melaksanakan tugas jabatan
diberikan Gaji yang besarannya didasarkan ijazah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Besaran Gaji Tenaga Kontrak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
merupakan besaran Gaji sebelum dikenaka
pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pajak penghasilan.

Tenaga Kontrak yang diangkat menjadi tenaga
Tetap dapat diberikan kenaikan Gaji secara berkala
setiap 3 (tiga) tahun.

Ketentuan kenaikan Gaji berkala sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)
(2)

Pasal 15

Pembiayaan Pegawai Non PNS dibebankan pada
pendapatan fungsional RSUD.

Tenaga Kontrak yang diangkat untuk
melaksanakan tugas jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan
remunerasi berupa jasa pelayanan.

8. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 21

Direktur berhak menjatuhkan sanksi kepada
Pegawai Non PNS apabila yang bersangkutan
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal
13 ayat (1).

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. teguran lisan;




(3)

4)

b. teguran tertulis berupa surat peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;

c. pembebasan tugas sementara; atau

d. pemutusan hubungan kerja.

Penjatuhan sanksi tidak dilakukan secara

berurutan atau berjenjang, tetapi diberikan

berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan
dengan ketentuan :

a. jika Tenaga Kontrak melakukan pelanggaran
terhadap kewajibabannya dan mendapatkan
SP (Surat Peringatan) 1 (satu) kali diberikan
sanksi pengurangan kenaikan gaji 1% (satu
persen) dari gaji pokok;

b. 2 (dua) kali mendapatkan surat peringatan
maka kenaikan gaji akan ditunda paling lama
untuk waktu 1 (satu) tahun; dan

c. apabila surat peringatan 3 (tiga) kali diberikan
maka diberhentikan dengan tidak hormat
sebagai tenaga kontrak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemberian sanksi ditetapkan dengan Peraturan

Direktur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI PAMEKASAN,

—

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,
(W

——

TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022 NOMOR 10




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN KEPEGAWAIAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
H. SLAMET MARTODIRDJO

DAFTAR GAJI DAN KENAIKAN GAJI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

KEg‘;ixm G”“AE}I"JI PUNISHMENT
NO JENJANG GAJI POKOK POKOK/3 (1% X GAJI
: PENDIDIKAN (Rp) POKOK)
TAHUN)
(Rp) (Rp)

1. | SD/SMP/SMA 1.000.000,00 50.000,00 10.000,00
2. |D-3 1.250.000,00 62.500,00 12.500,00
3. |D-4/s1 1.500.000,00 75.000,00 15.000,00
4. | Dokter/Ns/Apoteker 2.000.000,00 100.000,00 20.000,00
5. | Dokter Spesialis 5.000.000,00 250.000,00 50.000,00

BUPATI PAMEKASAN,

e

BADDRUT TAMAM




